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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/1925/LP.00.00/VIII/2021
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
ASESOR BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016
tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional,
perlu meregistrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus
Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi, Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi
Kerja Khusus Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi,
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);



Memperhatikan

Menetapkan

: 1.

-3 .

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016
tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
257);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 108);

Keputusan  Direktur Jenderal Bina  Konstruksi,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 56/KPTS/DK/2021 tanggal 16 Agustus 2021
tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus

Master Asesor dan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;

2. Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
PB.04.01-DK/738 Tanggal 16 Agustus 2021 tentang
Permohonan Registrasi Standar Kompetensi Kerja (SKK)
Khusus Asesor Badan Usaha dan Master Asesor Badan

Usaha Jasa Konstruksi;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
ASESOR BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI, DIREKTORAT
JENDERAL BINA KONSTRUKSI, KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

.-

Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus
Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal
Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat sebanyak 6 (enam) unit kompetensi
sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan
Nomor Reg. 27 /SKPK-DG/2021.

Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun di Lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
serta menjadi acuan dalam pengembangan skema
sertifikasi kompetensi kerja.

Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya
disupervisi oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan
dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit

kompetensi yang sama.



sl

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku selama 1

(satu) Tahun setelah tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PEEATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,
,

DlTJG."

Tembusan:
1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.



